
BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR         : OOO.2.3.2/Kep.1218-BKAD/2023

TENTANG

pENErAPAN sTATus PENGGUNAAN BARANG MIIHc DAERAII BERupA BANGUNAV
GEDUNG KANloR FERMANEN PADA EIADAN KESATUAN BAVGSA DAN rolrlTK

KABUPAThN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang      :   a.  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  32  ayat  (1)  Peraturan
Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor  9  Tahun  2020  tentang
Pengelolaan     Barang     Milik     Daerah,     Penetapan     status
penggunaan  Barang  Milik  Daerah  berupa  tanah  dan/atau
bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau
bangunan      tersebut      diperlukan      untuk      kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna Barang dan/atau
Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan;

b.  bahwa  Pengurus  Persatuan  Wredatama  Republik  Indonesia
Kabupaten   Cirebon   membutuhkan   Gedung   kantor   untuk
Sekretariat  sehingga perlu  ditetapkan  status  penggunaannya
pada pengguna barang sesuai tugas dan fungsi Satuan Kelja
Peran9kat Daerah yang Bersangkutan;

c.  bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud
huruf a  dan  hunrf b,  perlu  menetaphan  Keputusan  Bupati
tentang  Penetapan  Status  Penggunaan  Barang  Milik  Daerah
Berupa  Bangunan  Gedung  Kantor  Pelmanen  pada  Badan
Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon;

Mengingat         :    1.  UndanglJndang  Nonor   14  Talun   1950  tentang  Pembentukan
Daerah - Daerah REbupaten dalam lin8lnmgrn Fhopinst Pjawa Barat
q3erita Negrra Rapublik Indonesia tanggal 8 Agustus Tchun  1950)
sehagrinana   telah   diuhah   dengrn   Undang-Undang   Nomor   4
Tchun   1968  tentang  Peinbentuhan  lfabupaten  Purwakafta  dan
Kabupaten  Subang dengrn  mengLlhah Undang-Undang Nomor  14
Tchun 1950 tmtang Ethbentuhan Dacah-Daenh Kabupaten Da]am
Lin8]nmgrn   Fhopinsi   Pjawa   Bara:t   a.einbaran   Negrra   Republik
Indonesia  Tchun  1968  Nonor  31,  Tamhahan  Leinbaran  Negrra
RapubliklndonesiaNomor2851);

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Taliun  2014
Nomor  244,  Tambahan  I+embaran  Negara Republik  Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2023   tentang
Penetapan   Peraturan   Pengganti   Undang-Undang   Nomor   2
Tahun   2022   tentang  Cipta  Kelja  menjadi  Undang-Undang
(I,embaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2023 Nomor 41,
Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3.  Peraturan    Pemerintah    Nomor    27    Tahun    2014    tentang
Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah   (Lembaran  Negara
Republik    Indonesia    Tahun    2014    Nomor    92,    Tambahan
Lembaran      Negara      Republik      Indonesia      Nomor      5533)
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Pemerintah
Nomor   28   Tahun   2020   tentang   Perubahan   atas   Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik   Negara/Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

4.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  19 Tahun 2016 tentang
Pedoman   Pengelolaan   Barang   Milik   Daerah   (Berita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5.  Peraturan   Daerah  Kabupaten   Cirebon   Nomor   1   Tahun   2021
tentang     Pembentukan     dan     Susunan     Perangkat     Daerah
Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun
2016    Nomor  12  Seri,  D.  7)  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon   Nomor   1   Tahun   2021
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon
Nomor   12  Tahun   2016   tentang  Pembentukan   dan   Susunan
Perangkat    Daerah    Kabupaten    Cirebon    (Lembaran    Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

6.  Peraturan   Daerah   Kabupaten   Cirebon   Nomor   9   Tahun   2020
tentang   Pengelolaan   Barang   Milik   Daerah   (I,embaran   Daerah
Kabupaten   Cirebon   Tahun   2020   Nomor  9   Seri   E,   Tambahan
I,embaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53) ;

MEMUTUSRAN  :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Status   penggunaan   Barang   Milik   Daerah   berupa   Bangunan
Gedung  Kantor  Permanen  pada  Badan   Kesatuan   Bangsa  dan
Politik,   menunjang   tugas   pokok   dan   fungsi   Badan   Kesatuan
Bangsa  dan   Politik     Kabupaten   Cirebon   dengan   data   sebagai
berikut :

Nama Barang Bangunan Gedung Kantor Permanen

Kode Barang 1.3.3.01.01.01.001

Tahun Perolehan 2003

Luas (M2) 92J1. Fatahilah        Kelurahan        Perbutulan

Alamat
Kecamatan Sumber

Nomor Sertifikat -

Tanggal Sertifikat -

Harga Perolehan Rp. 200.700,000

Kepala  Badan  KesaselakuPenggunapengelolaanBarangtuBaMan  Bangsa  dan  Politik  Kabupaten  CirebonrangwajibmelakukanpencatatandanilikDaerahsebagaimanadimaksudpada

Diktum KESATU.

Kepala  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kabupaten  Cirebon
selaku  Pengguna  Barang  dapat  melakukan  pemanfaatan  Barang
Milik       Daerah        sesuai       dengan       ketentuan       peraturan
perundang-undangan.



KEEMPAT         :   Kepala  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kabupaten  Cirebon
selaku    Pengguna    Barang    wajib    melakukan    pengamanan,
pemeliharaan,  monitoring dan evaluasi atas penggunaan Barang
Milik Daerah.

KELIMA             :   Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal    14  Desembel`  2023

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan :
1.   Yth. InspelchJr Kabupaten cirebon;
2.   Yth. Kepa]a Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.



A

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No.12 Telp.(0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : \qq4q4±=Ebkad,cirebonkab.g_o_.id  Email  :  bkad@cirebonkab.go.id

S U M 8 E R-45611

NOTA DINAS

Kepada
Dari
Tanggal
Nomor
Si fat
Lampiran
Perihal

Yth. Bupati Cirebon
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
3     November2023

JcO `9. `3>` zi / a 2A ipErMD
Penting

Penyampaian  Drat  Keputusan  Bupati  Cirebon  Tentang  Penetapan  Status
Penggunaan    Barang   Milik   Daerah   Berupa   Bangunan   Gedung    Kantor
Permanen Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.

Bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  32  ayat  (1)  Peraturan   Daerah

Kabupaten   Cirebon   Nomor   9   Tahun   2020   tentang   Penetapan   Status

Penggunaan    Barang    Milik   Daerah    berupa   tanah   dan/atau    bangunan

dilakukan   dengan   ketentuan   bahwa  tanah  dan/atau   bangunan  tersebut

diperlukan  untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi  pengguna

barang   dan/atau   Kuasa   Pengguna   Barang   yang   bersangkutan.   Bahwa

Pengurus  Persatuan  Wredatama  Republjk  Indonesia  Kabupaten  Cirebon

membutuhkan  Kantor  Sekretariat yang  berdasarkan  Surat  Nomor  12 /Kab.

Crb/2022  perihal  Pemohonan  Bantuan  Kantor  Sekretariat  PWRI  Kabupaten

Cirebon.

Bersama  ini  kami  sampaikan  Draf  Keputusan  Bupati  Cirebon  tentang

Penetapan   Status   Penggunaan   Barang   Milik  Daerah   Berupa   Bangunan

Gedung  Permanen  pada  Badan  Kesatuan  bangsa  dan  Politik  Kabupaten

Cirebon.

Demikian,  atas perhatian dan  perkenan  Bapak disampaikan terima

kasih.


